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Abstract

The protection and empower ment of customers is the infrastructure existence of the
bank to handle and complaints resolving and customer complaints. Thereis now, an
alternative dispute resol ution through mediation between banksand customers. Article
8 of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/5/PBI/2006, the dispute to be submitted
in writing accompanied by supporting documents according to formats. The dispute
was not raised in the process or have not been decided by arbitration institution or
judicial institutions. Disputesfiled a civil disputes: the mediation processis conducted
after the customer and bank to signed the Mediation Agreement, that includes an
agreement choosing mediation as alternative dispute resolution and agreement to
abide by the rules of mediation are set by Bank Indonesia, then the bank shall follow
the Mediation Agreement, which was signed by customer or lawyer and bank.
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I. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan yang
gartegisda am kehidupan perekonomian suatu
negara, yakni sebagai penunjang kelancaran
sistem pembayaran, pel aksanaan kebijakan
moneter dan pencapaian stabilitas sistem
keuangan. Peranan bank sebagai lembaga
intermediasi sudahtidak dapat dipisahkanlagi
dalam kehidupan masyarakat. Interaks yang
terjadi padasaat pihak yang kelebihan dana,
menyimpan dana pada bank dalam bentuk
giro, tabungan atau deposito.

Sementara dari sisi pihak yang
memerlukan dana, interaks yang terjadi pada
saat pihak yang memerlukan danatersebut
meminjam dana dari bank guna keperluan
tertentu. Interaks antarapihak bank dengan
nasabah/ konsumen penggunajasaperbankan

(selanjutnyadisebut dengan nasabah), dapat
pulamengambil bentuk |ain padasaat nasabah
melakukan transaksi jasaperbankan selain
penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk
transakd laintersebut misanya, penyimpanan
dana, pembiayaan, jasatransfer dana, inkaso,
maupun save deposit.

Interaks yang sedemikianintensif antara
bank sebagai pel aku usaha dengan nasabah
sebagal konsumen penggunajasaperbankan,
maka bukan suatu hal yang tidak mungkin
gpabilaterjadi friks yang ditunjukkan dengan
muncul nyapengaduan. Pengaduan nasabahiini
apabilatidak diselesaikan dengan baik oleh
bank berpotensi menjadi perselisihan atau
sengketa yang pada akhirnya akan dapat
merugikan pihak nasabah atau pihak bank itu
sendiri. Contoh permasaahan yang timbul
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dalam kegi atan perbankan adal ah terjadinya
kredit macet, nilai anggunan (jaminan)
pemberian kredit rendah, tidak ada
pemotongan bunga pada perjanjian kredit.
Apabilasd amaini nasabah sering mendapat
perlakuan yang kurang optima dari bank dan
memiliki posis tawar yang lebihlemah, maka
dengan telah berlaku efektifnya Undang-
Undang No0.8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan K onsumen, aspek pengaturan
perbankan harus diperluas dengan aspek
perlindungan dan pemberdayaan nasabah
sebagal konsumen penggunajasabank.

Pentingnya upaya perlindungan dan
pemberdayaan nasabah adal ah keberadaan
infrastruktur padabank untuk menangani dan
menyelesaikan berbagai keluhan dan
pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank harus
merespon setigp kel uhan dan pengaduan yang
digjukan nasabah, khususnya yang terkait
dengan transaksi keuangan yang dilakukan
nasabah melaui bank tersebut.

Tujuan pembatasan waktu menghindari
berlarut-larutnya penanganan pengaduan
nasabah, sehinggadiperlukan standar waktu
yang jelasdan berlaku secaraumum disetiap
bank dalam menyel esaikan setigp pengaduan
nasabah. Standar waktu ini harusditentukan
sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi
dengan baik oleh bank dantidak menimbulkan
kesan bahwa pengaduan tidak ditangani
dengan semestinyaoleh bank. Memperhatikan
hal-hal di atas diperlukan alternatif
penyel esalan sengketasebaga upayalanjutan
penyelesaian pengaduan nasabah. Sesual
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, upayapenyed esal an sengketadapat
dilakukanmedui negodag, kondlias, mediag,
arbitrase maupun melaui ja ur pengadilan.

Sadt ini sudah adadternatif penyelesaian
sengketamela ui medias untuk memberikan
jaankeluar penyelesaian perselisihan yang
dihadapi oleh nasabah dengan bank. Medias
dibidang perbankan dilaksanakan oleh
lembaga mediasi perbankan sedangkan
pel aksanaan fungsi mediasi dilakukan oleh
Bank Indonesia (Pasal 3 PBI No.8/5/PBI/
2006 Tentang Mediasi Perbankan).

Pelaksanaan fungs medias perbankan
oleh Bank Indonesia dilakukan dengan
mempertemukan nasabah dan bank untuk
mengkaji kembali pokok permasal ahan yang
mengkaji sengketa guna mencapai
kesepakatan tanpa adanya rekomendasi
maupun keputusan dari Bank Indonesia.
Dengan demikianfungsi mediasi perbankan
hanya terbatas pada penyediaan tempat,
membantu nasabah dan bank untuk
mengemukakan pokok permasal ahan yang
menjadi sengketa, penyediaan narasumber
dan mengupayakan tercapai nyakesepakatan
penyel esaian sengketa antara nasabah dan
bank.

Terkait dengan lembaga mediasi
perbankan dan pelaksanaan mediasi
perbankan oleh bank Indonesia, terdapat
sgjumlah permasal ahan hukum yang krusial
terkait dengan pembentukanlembagaini yang
dapat diuraikan secararingkas sebagal berikut:
pertama, menyangkut pel aksanaan mediasi
oleh Bank Indones asebagaimanatdah diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia No0.8/5/
2006, ddam hd ini permasa ahan yang timbul
adalah dasar yuridisdan akademispemberian
kewenangan pengaturan dan pelaksanaan
medias perbankan kepadabank Indonesia,
dasar pertimbangan penetapan kewajiban
kepada bank, dapatkah Bank Indonesia
memberikan sanks kepadapihak bank terkait
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Berkaitan dengan uraiandi atas, masalah
yang dikgi addah: bagaimanaperan lembaga
mediasi perbankan dalam penyelesaian
sengketaantarapihak dengan nasabah?

[1. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan Pendlitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk
mengetahui penyed esaian sengketaantarabank
dan nasabah oleh Lembaga Mediasi
Perbankan.

Manfaat Pendlitian

1. Secara akademis bermanfaat bagi
pengembangan hukum perbankan, khusus
kontribusi bagi pengembangan lembaga
medias perbankan.

2. Secarapraktis, pendlitianini dapat dijadikan
rujukan alternatif bagi nasabah dan bank
dalam penyel esaian sengketa.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif,
yaitu dengan caramempe gari, mengkagji, dan
menginterprestas bahan-bahan kepustakaan
yang adadaam literatur-literatur, dan bahan-
bahan hukum yang berupa Peraturan
Perundang-Undangan yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa antara bank dan
nasabah. Datayang digunakan ddam pendlitian
ini adalah data sekunder dan selanjutnya
dilakukan andlisasecarakuditatif.

1. HASIL PENELITIAN DAN
ANALISIS
Pengertian Medias

Katamedias berasa dari Bahasalnggris
“Mediation” yang artinya penyelesaian
sengketayang melibatkan pihak ketigasebagai

atau menengahinyasecaramediator aau orang
yang menjadi penengah (Rahmadi Usman,
2003:23). Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang
N0.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyel esaian Sengketa, mengatur
bahwa mediasi merupakan suatu proses
kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya
negosiasi yang dilakukan oleh para pihak.
Menurut rumusan Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang N0.30 Tahun 1999 diatur bahwaatas
kesepakatan tertulis para pihak yang
bersengketa atau beda pendapat disel esaikan
mela ui bantuan seorang atau | ebih penasihat
ahli maupun seorang mediator.

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Makamah
Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi,
menyatakan bahwa mediasi adalah
penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan parapihak dengan dibantu oleh
mediator. Menurut Joni Emirzon (2001:46),
bahwa unsur-unsur mediasi adalah:
penyd esaan sengketasukarel g intervens atau
bantuan; pihak ketiga tidak berpihak;
pengambilan keputusan oleh parapihak secara
konsensus; dan partisipas aktif.

Berdasarkan uraian di atas dapat
diketahui bahwamedias add ah penyelesaian
sengketame dui perundingan yang mdlibatkan
keberadaan pihak ketiga (bak perseorangan
maupun dalam bentuk lembagasuatu lembaga
independen) yang bersifat netral dan tidak
memihak sertatidak mempunya wewenang
untuk mengambil suatu keputusan. Esens dari
mediasi adalah sifatnya sukarela dan
penyelesaian berdasarkan kesepakatan.
Menurut Gary Goodpaster sebagaimana
dikutip Rachmadi Usman (2003: 103-104)
menyatakan bahwamediasi akan berfungsi
dengan baik jika sesuai dengan beberapa
syarat sebagai berikut:
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1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar
menawar yang sebanding;

2. Parapihak menaruh perhatian terhadap
hubungan dimasadepan;

3. Terhadap banyak persoalan yang
memungkinkanterjadinyapertukaran;

4. Terdapat urgensi atau batas untuk
penydesaan;

5. Para pihak tidak memiliki musuh yang
berlangsung lamadan mendaam;

6. Apabilaparapihak mempunya pendukung
dan pengikut, mereka tidak memiliki
pengharapan yang banyak, tetapi dapat
dikenddikan;

7. Menetapkan presiden atau
mempertahankan sesuatu hak tidak lebih
penting dibandingkan menyelesaikan
persoa an yang mendesak;

8. Jika para pihak berada dalam proses
litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku
lainnya, seperti para pengacara dan
penjamintidak akan diperlukan|ebih baik
dibandingkan dengan medias

Manfaat lembagamedias dapat diperoleh
karena mediasi merupakan dasar “itikad baik”
para pihak yang tidak dapat diikat sampai
merekasendiri menyetujui syarat-syaratnya.

Para pihak juga dapat bersepakat untuk

mengesampi ngkan kontrak dan merundingkan

kembali syarat-syarat tersebut secaradamai
demi kepentingan dan keuntungan bersama.

Manfaat ini tidak diperoleh dalam proses

peradilan (PriyatnaAbdurrasyid,2002: 38).

Penyelesaian sengketa (dispute
settlement) melalui mediasi apabila
dibandingkan dengan penyelesaian secara
litigasi/ pengadilan cenderung menentukan
pihak mana yang menang dan kalah (win-

lose). Menurut PriyatnaAbdurrasyid (2002:

38), penyel esaian sengketayang bersifat tegas

menjadi tujuan yang akan dicapai, tujuan
penyd esaian sengketameldui medias adalah:
Pertama, menghasilkan suatu rencana
(kesepakatan) yang dapat diterima dan
dijalankan oleh parapihak yang bersengketa;
Kedua, mempersiapkan para pihak yang
bersangkutan untuk menerimakonsekuensi
dari keputusan-keputusan yang merekabuat;
Ketiga, mengurangi dampak negatif lainnya
dari suatu konflik dengan caramembantu pihak
yang bersengketa untuk mencapai
penyel esalan secarakonsensus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas,
bahwatujuan diadakannyamediasi sebagai
lembaga penyel esai an sengketaadal ah para
pihak yang bersengketa (nasabah dan bank)
akan membantu untuk mengurangi hambatan
dan permasalahan komunikas antara para
pihak yang terlibat, maksimalisas ekploras
dternatif penye esaian permasal ahan/ konflik/
sengketa dengan memusatkan pemenuhan
kepentingan atau kebutuhan parapihak yang
bersengketa.

Penyel esaian sengketamelalui mediasi
berbeda dengan cara penyel esaian sengketa
lainnya, seperti pemaksaan fisik, self-helf
(bantuan padadiri sendiri), litigas (peradilan),
konsultasi (counseling), negosiasi dan
arbitase. K euntungan-keuntungan yang dapat
diperoleh dari penyel esaian sengketamel a ui
medias antaralain: keputusan yang hemat,
penyel esaian secaracepat, hasil-hasil yang
memuaskan semua pihak, kesepakatan-
kesepakatan komprehensif, melestarikan
hubungan yang sudah berja an atau mengakhiri
hubungan dengan cara yang lebih ramah,
kesepakatan yang lebih baik dari pada
menerima hasil kompromi atau prosedur
menang atau kal ah, keputusan yang berlaku
tanpamengend waktu.
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Lembaga M edias Perbankan

Upayapenye esal an sengketaantarabank
dan nasabah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang
ArbitasedanAlternatif Penyd esaian Sengketa
dapat dilakukanmeladui negosias, konsilias,
mediasi, arbitase, maupun melalui jalur
peradilan.

Upaya penyel esaian sengketa melalui
arbitase atau jalur peradilan tidak mudah
dilakukan bagi nasabah kecil dan usahamikro
dankecil mengingat hal tersebut memerlukan
waktu dan biaya yang tidak sedikit.
Penyel esai an sengketanasabah dengan bank
bagi nasabah kecil bagi usahamikro dan kecil
yang tepat perlu diupayakan sederhana,
murah, dan cepat melalui penyel enggaraan
mediasi perbankan agar hak-hak mereka
sebagal nasabah dapat terjagadan terpenunhi
dengan baik.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank
Indonesia N0.8/5/PBI/2006, menyatakan
medias adal ah proses penye esaian sengketa
yang melibatkan mediator untuk membantu
parapihak yang bersengketagunamencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan
sukarel aterhadap sebagian ataupun seluruh
permasalahan yang dipersengketakan.
Penyelenggaraan mediasi dilakukan apabila
sengketaantaranasabah dengan bank dalam
penyelesaian pengaduan nasabah dapat
diupayakan penyelesaian melalui mediasi
perbankan.

Peraturan Bank IndonesiaNo.8/5/PBI/
2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat
Edaran Bank Indonesia N0.8/14/DPNP
tanggal 1 Juni 2006, bahwaBank Indonesia
telah menjaankan fungs medias perbankan
sebagai saranayang sederhana, murah dan
cepat ddam penye esal an pengaduan nasabah

oleh bank belum dapat memuaskan nasabah
yang menimbulkan sengketa antaranasabah
dengan bank.

Pelaksanaan mediasi dalam bidang
perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia
sampa dengan sdlambat-lambatnyatanggd 31
Desember 2007. Setelah tanggal tersebut
medias dilakukan oleh Lembaga Mediasi
Perbankan yang independen. Fungs medias
perbankan dil aksanakan oleh Bank Indonesia
terbatas pada upayamembantu nasabah dan
bank untuk mengkaji ulang sengketasecara
mendasar dalam rangka memperoleh
kesepakatan. Bank Indonesia tidak
memberikan keputusan dan atau rekomendas
penyel esaian sengketa antara nasabah dan
bank. Proses mediasi dapat dilakukan di
Kantor Bank Indonesiayang terdekat dengan
domisli nasabah.

Lembaga Mediasi Perbankan (LMP)
dapat diklasifikesikan menjadi:

1. Independen
a. LembagaMedias Perbankan adalah
lembaga yang didirikan oleh para
pendiri, tetapi dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya Lembaga
Mediasi Perbankan harus tetap
independen dari intervens parapendiri.
b. LembagaMediasi Perbankan adalah
lembaga yang menjalankan peran
mediasi untuk sengketa-sengketa
tertentu dibidang perbankan, tapi
Lembaga Mediasi Perbankan tidak
tunduk pada Bank Indonesia, dan
bebasdari intervens Bank Indonesia
2. Bentuk Kelembagaan Medias
a. Berbentuk Yayasan. Kelembagaan
medias dapat berbentuk yayasan, ha
ini berdasarkan ketentuan Undang-
Undang No0.16 Tahun 2001 Tentang
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Yayasan sebaga manadiubah dengan

Undang-Undang No0.28 Tahun 2004.

Bentuk kdlembagaanmedias, misdnya

digunakan dalam pendirian Badan

Arbitase Nasional Indonesia(BANI).
b. Berbentuk Perkumpulan Berbadan

Hukum

Kelembagaan mediasi dapat

berbentuk perkumpulan-perkumpulan
berbadan hukum (Rechts
Persoonlinjkheid Van Vereenigingen),
hal ini sesual dengan Keputusan RgaNo.2
Tanggal 28 Maret Tahun 1870,
S.1870:64). Dipergunakan antaralain pada
pendirian Badan Arbitase Pasar Modal
Indonesia (BAPMI) (Bank
Indonesia,1990:1).

Pihak-Pihak Dalam M edias Perbankan

Dalam medias perbankan pihak-pihak
yang berperkara adalah bank dan nasabah,
sebaga manatel ah disebutkan bahwakhusus
untuk penye esaian sengketaperbankan antara
nasabah dengan bank, berdasarkan Peraturan
Bank Indonesia N0.8/5/PBI1/2006 Tentang
Medias Perbankan, dapat dilaksanakan oleh
Mediasi Perbankan yang sedianya akan
dilaksanakan oleh Lembaga Mediasi
Independen.

Namun mengingat Lembaga Mediasi
Independen belum dapat dibentuk oleh
Asosias Perbankan, makafungsi Mediasi
Perbankan untuk sementaradilaksanakan oleh
Bank Indonesia. Fungsi mediasi yang
dilaksanakan oleh Bank Indonesiaterbatas
pada upaya membantu nasabah dan bank
untuk mengkaji ulang permasalahan atau
sengketayang timbul di antaramerekauntuk
memperoleh kesepakatan. Adapun yang
dimaksud dengan membantu nasabah dan

dan bank ada ah Bank Indonesamemfasilites
penyelesaian Sengketa dengan cara
memanggil, mempertemukan, mendengar, dan
memotivas nasabah danbank untuk mencapa
kesepakatan tanpamemberikan rekomendas
atau keputusan.

Penyelesaian SengketaAntaraBank dan
Nasabah Oleh Lembaga Mediasi
Perbankan

Peraturan Bank IndonesiaNo.8/5/PBI/

2006 Tanggal 30 Januari 2006 dan Surat

Edaran Bank Indonesia N0.8/14/DPNP

Tanggal 1 Juni 2006 Tentang Mediasi

Perbankan, yang telah diperbarui dengan

Peraturan Bank Indonesia No.10/1/PBI/

2008, ditentukan bahwamekanisme medias

adal ah tahapan proses medias sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dalam usahanya untuk menyelesaikan

sengketamelaui prosesmedias antarabank

dan nasabah harusmemenuhi persyaratan dan
prosedur sesuai dengan Peraturan Bank

IndonesiaTentang Medias Perbankan.

Syarat medias perbankan sesual dengan

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.8/5/

PBI1/2006, menyatakan bahwasyarat-syarat

pengajuan penyelesaian sengketa melalui

medias perbankan add ah:

1. Sengketadigjukan secaratertulisdengan
disertai dokumen pendukung yang
memadal sesual dengan format sesuai
Lampiran 1 SEBI (Surat Edaran Bank
Indonesia). Dokumen pendukung adalah
dokumen yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian sengketa, contohnya:
fotokopi surat hasil penyelesaian
pengaduan yang diberikan bank, fotokopi
bukti identitas yang masih berlaku, surat
pernyataan yang ditandatangani diatas
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materai yang cukup, dimana isinya
menyatakan bahwasengketayang digukan
tidak sedang dalam proses atau telah
mendapatkan keputusan dari lembaga
arbitrase, peradilan atau lembagamedias
perbankan yang difasilitasi oleh Bank
Indonesia, fotokopi dokumen pendukung
yang terkait dengan sengketa yang
digjukan, fotokopi surat kuasadalam hal
pengajuan penyelesaian sengketa
dikuasakan kepadapihak lain.

2. Sengketa pernah diajukan upaya
penyelesaiannya oleh nasabah kepada
Bank. Nasabah pernah mengajukan
sengketa tersebut kepada bank, tetapi
tidak ditemukan jalan keluar atas
permasal ahan yang digjukan.

3. Sengketayangdigukantidak sedangdaam
proses atau belum pernah diputus oleh
lembaga arbitrase atau peradilan, atau
belum terdapat kesepakatan yang
difasilitas olehlembagamedias lainnya;

4. Sengketa yang digjukan merupakan
sengketa keperdataan. Sengketa
keperdataan adal ah sengketayang timbul
akibat adanya hubungan antara nasabah
dengan bank yang diikat oleh hukum
perdata, contohnya: penyelesaian masaah
kartu kredit dan berbagai permasalahan
perlindungan terhadap nasabah sebagai
konsumen bank yang merasa dirugikan
akibat adanyatransaks keuangan bank.

5. Sengketa yang digjukan belum pernah
diprosesdalam mediasi perbankan yang
difasilitas oleh Bank Indonesia;

Pengaj uan penye esalan sengketakepada
pelaksanafungsi mediasi perbankan hanya
dapat dil akukan ol eh nasabah atau perwakilan
nasabah, termasuk lembaga, badan hukum,
dan atau bank lainyang menjadi nasabah bank.

Pengaj uan penyel esalan sengketadalam
rangka mediasi perbankan kepada Bank
Indonesia dilakukan oleh nasabah atau
perwakilan nasabah setelah nasabah atau
perwakilan nasabah mengg ukan penydesaian
sengketakepadaBank Indonesia, bank wajib
memenuhi panggilan Bank Indonesia(Agus
Tarudin, 2006:25).

Pasal 9 Peraturan Bank IndonesiaNo.8/
5/PBI/2006 menyebutkan bahwa proses
mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau
perwakilan nasabiah dan bank menandatangani
perjanjian mediasi (agreement to mediate)
yang memuat: kesepakatan untuk memilih
mediasi sebagal alternatif penyelesaian
sengketa dan persetujuan untuk patuh dan
tunduk padaaturan mediasi yang ditetapkan
oleh Bank Indonesi a, kemudian bank wajib
mengikuti dan mentaeti perjanjianmediad yang
telah ditandatangani oleh nasabah atau
perwakilan nasabah dan bank.

Sengketa yang dapat diajukan
penyel esaiannya kepada pel aksana fungsi
mediasi perbankan adalah sengketa
keperdataan yang timbul dari transaksi
keuangan. Perkara perdata yang digjukan
penyel esaiaannyakepadal.embagaMedias
Perbankan adalah perkara perdata dalam
bentuk gugatan, yaitu: perkaraperdatayang
didalamnyaterdapat persengketaan antara
nasabah dan bank, sehingga menimbulkan
suatu tuntutan yang biasanyadilakukan oleh
nasabah bank yang merasadirugikan akibat
terjadinyatransaks keuangan.

Nilai tuntutan finansial dalam mediasi
perbankan digjukan dalam matauang Rupiah
dengan batas paling banyak sebesar Rp
500.000.000,00 (limaratusjutarupiah). Nilai
tuntutan finansial akibat sengketa, dapat
digiukan penyelesaiannya melalui medias.
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perbankan berdasarkan PBI No.8/5/PBI/

2006 add ah:

1. Nilai komulatif dari kerugian yang telah
terjadi padanasabah;

2. Potens kerugian karena penundaaan atau
tidak dapat dilaksanakannya transaksi
keuangan nasabah dengan pihak lain;

3. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan
nasabah untuk mendapatkan penyelesaian
sengketa;

4. Nilai tuntutanfinanga ini tidak termasuk
nila kerugianimmeaterid.

Meélihat uraiantersebut di atasjumlah
maksmumnila tuntutanfinansid yang dapat
dig ukan nasabah untuk disel esaikan meldui
mediasi perbankan tidak dapat melebihi
Rp.500.000.000,00 (limaratusjutarupiah),
sebagai mana dimaksud padaangka 3 (tiga)
Peraturan Bank Indonesiadi atas.

Jumlah tersebut dapat berupa nilai
kumulatif dari kerugianfinansa yang didami
nasabah, potens kerugian karena penundaan
atau tidak dapat dilaksanakannyatransaksi
keuangan nasabah dengan pihak lain danatau
biaya-biayayang telah dikel uarkan nasabah
untuk mendapatkan penyel esaian sengketa.
Pihak nasabah tidak dapat mengajukan
tuntutan immaterial untuk dilakukan
penyel esaiannyamel aui medias perbankan,
tetgpi hanyatuntutan materiil (ganti rug).

Pengajuan penyelesaian sengketa
dilakukan secara tertulis dengan mengisi
formulir pengajuan penyelesaian sengketa
(Formulir isian dapat diambil pada cabang
bank terdekat). Formulir ini ditujukan kepada
Direktorat Investigas dan Medias Perbankan,
Bank IndonesiaMenaraRadius Prawiro Lt.
19 J. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110
dengan tembusan disampai kan kepada Bank
yang bersangkutan.

Penyel esaian sengketa melalui mediasi
perbankan sebagaimana dimaksud pada
angka 4 (empat) dilakukan paling lama 60
(enam puluh) hari kerja, yang dihitung sgjak
tanggal surat hasi| penyel esaian pengaduan
nasabah dari bank sampai dengan tanggal
diterimanyapenggj uan penyel esaian sengketa
oleh pelaksana fungsi mediasi perbankan
secara langsung dari nasabah atau tanggal
stempe posapabiladisampakan meaui pos.

Contoh: apabila tanggal surat hasil
penyel esai an pengaduan nasabah dari pihak
Bank kepada nasabah adal ah padatanggal 5
Juni 2008, maka pengajuan penyelesaian
sengketa kepada pel aksana fungsi mediasi
perbankan secaralangsung dari pihak nasabah
atautanggd stempe pos(gpabiladisampaikan
melalui pos) dilakukan paling lambat pada
tangga 30Agustus 2008.

Proses mediasi dilaksanakan dalam
jangkawaktu paling lama30 (tigapuluh) hari
kerjayang dihitung sg ak nasabah dan bank
menandatangani perjanjian mediasi
(agreement to mediate) sampai dengan
penandatanganan akta kesepakatan. Jangka
waktu sebagai manadimaksud di atas dapat
diperpanjang sampai dengan 30 (tigapuluh)
hari kerja berikutnya berdasarkan
kesepakatan nasabah dan pihak bank yang
dituangkan secaratertulis.

Kesepakatan tertulis mengenai
perpanjangan waktu pelaksanaan proses
medias sebagaimanadimaksud padaangka
7 (tujuh) mencantumkan secarajelas alasan
dilakukannya perpanjanganwaktu, antaralain
untuk menghadirkan narasumber tertentuyang
memiliki keahlian dan kompetensi sesuai
masal ah yang di sengketakan. Perpanjangan
waktu dimaksud dapat dilakukan sepanjang
memenuhi persyaratan:
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1. Parapihak memiliki itikad baik dengan
mematuhi aturan mediasi dan perjanjian
medias (agreement to mediate);

2. Jangka waktu proses mediasi hampir
berakhir, nanunmenurut penilaanmediator
masih terdapat prospek untuk tercapai
kesepakatan.

K esepakatan yang diperol eh dari proses
mediasi dituangkan dalam suatu akta
kesepakatan yang bersifat final dan mengikat
bagi nasabah dan bank, yang dimaksud
dengan bersfat final adal ah sengketatersebut
tidak dapat digjukan untuk dilakukan proses
medias ulang padape aksanafungs medias
perbankan. Bersfat mengika mengandung arti
bahwakesepakatan berl aku sebagal undang-
undang bagi nasabah dan bank yang harus
dilaksanakan denganitikad baik.

Adanyapengtgpan klausulamedias inilah
yang disebut sebagai mandatory mediation
yang didasarkan padakesepakatan bersama
oleh para pihak sebagai wujud dari sistem
terbuka (open system) dari hukum perjanjian,
yakni perjanjianterkait dengan penyelesaian
sengketa (vide Pasal 1338 Jo Pasal 1320
KUHPerdata). Dengan mencantumkan
klausulamediasi dalam perjanjian pokoknya
menyebabkan bank maupun nasabah terikat
untuk mel aksanakannyasemata-matakarena
memang diperjanjikan (asas pacta sunt
servanda).

Mediasi perbankan merupakan
mekanisme penyelesaian sengketa yang
melibatkan mediator untuk membantu para
pihak (nasabah dan bank) yang bersengketa
gunamencapai penyel esaian dalam bentuk
kesepakatan sukarela terhadap sebagian
ataupun seluruh permasalahan yang
disengketakan sesual dengan Pasal 1 angkab
Peraturan Bank IndonesiaNo0.8/5/PBI1/2006

TentangMedias Perbankan. Setel ah sengketa
digjukan ol eh nasabah secaratertuliskepada
LembagaMedias Perbankan akan menunjuk
mediator untuk memeriksa dokumen serta
menentukan hari dan tanggal pelaksanaan
medias sebagal jadwal pertemuan yang dapat
dilakukan di kantor Bank Indonesia yang
terdekat dengan domisili nasabah.

Pada dasarnya pelaksanaan mediasi
dilakukan secaratertutup untuk umum, kecudi
parapihak menghendaki lain, namun untuk
pelaksanaan mediasi perbankan dalam
penyel esaiannya dilakukan tertutup untuk
umum. Hasl| pertemuan untuk penyelesaian
prosesmedias perbankan dicatat dalam berita
acara, kemudian mediator membuat |aporan
mediasi. Dalam setiap pertemuan diharapkan
para pihak (bank dan nasabah) dapat hadir
atau didampingi kuasahukumnyaatau dapat
diwakili oleh kuasanya

Pelaksanaan penyelesaian sengketa
antaranasabah dengan bank melalui Lembaga
Mediasi Perbankan, dapat dilihat bahwa
langkah-langkah yang dilakukan untuk
melakukan prosesmedias mengikuti ketentuan
yang terdapat daam Peraturan Bank Indonesia
No0.8/5/PBI1/2006, prosedur mediasi
perbankan di atas, yaitu: proses yang
dilakukan sgjak pertamaperkaradidaftarkan
atau masuknyapengaj uan kepada L embaga
Medias Perbankan kemudian meldui proses
medias hingatercapainyakesepakatan atau
tidak tercapai nyakesepakatan.

Penyel esaian sengketamelalui mediasi
perbankan pada tahap pertama, yaitu:
menerima pengajuan penyelesaian dari
nasabah, mengumpulkan dan mengembangkan
informasi. Padatahap ini nasabah dan bank
dimintauntuk memberikaninformas mengena
duduk perkara, dokumen-dokumen, surat-
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surat maupun bukti-bukti yang diperlukanyang
berkaitan dengan sengketa yang dihadapi.
Mediator juga akan melakukan kaukus
(pertemuan) dengan masing-masing pihak
secaraterpisah gunamengetahui keinginan-
keinginan parapihak sertamenyampaikan dan
melakukan klasifikas informas untuk dapat
dikembangkan padatahap selanjutnya.

Setelah informasi terkumpul mediator
akan merumuskan keinginan-keinginan para
pihak tersebut. Begitujugadengan parapihak,
mas ng-masing akan merumuskan kehendak
yang ingin dicapai sertatawaran yang akan
digjukan pada saat pertemuan bersama,
kemudian setelah itu mediator dapat
menentukan hari, tanggal dan tempat
pertemuan bersama untuk melakukan
penyel esaian proses mediasi, tahap ini juga
disebut tahap pramediasi.

Pada tahap selanjutnya, yaitu: proses
perundingan, proses ini akan dilakukan
pertemuan bersamadi manakeduabel ah pihak
dibantu dengan mediator akan melakukan
perundingan secaralangsung. Padatahapini
parapihak akan saling mengetahui keinginan
pihak lawannya, oleh karenaituinformas yang
didapat pada tahap sebelumnya akan
dikembangkan dan dilakukan eksploras yang
mendalam mengenai keinginan dan
kepentingan parapihak. Mediator membantu
para pihak untuk melakukan interaksi dan
untuk menilai kepentingan parapihak.

Pada tahap ini para pihak juga dapat
mengajukan tawar menawar penyelesaian
masa ah agar tercapal kesepakatan yang sding
menguntungkan bagi semuapihak. Tahapini
dapat dilakukan dalam beberapa kali
pertemuan, bilapadapertemuan pertamatidak
menghasilkan apa-apadaam arti parapihak
tidek dapat mempertemukan kenginan masing-

mas ng, makaakan adapertemuan-pertemuan
lanjutan yang diharapkan dapat memperkecil
perbedaan. Ddam pertemuan lanj utan tersebut
akan ditingkatkan kerjasamaagar parapihak
dapat saling memahami keinginan pihak
nasabah atau bank dan para pihak sendiri
dapat membuat prioritas kepentingannya.
Proses perundingan ini dilakukan sampai
mendekati bataswaktu yang telah ditetapkan
untuk menyel esaikan prosesmediag terakhir.

Padatahap ini peranan mediator adalah
mengidentifikas masalah sertakepentingan-
kepentingan kritisyangterjadi padaperkara
antaranasabah dan bank, menyusun agenda,
memperlancar dan mengendalikan
komunikasi, memberikan masukan kepada
para pihak dalam proses dan keterampilan
tawar-menawar, membantu para pihak
mengumpulkan informasi penting,
penyelesaian masalah untuk menciptakan
pilihan-pilihen.

Padatahap ketigayang merupakan tahap
akhir yaitu penyelesaian masalah dan
pengambilan keputusan. Tahapini ditentukan
dari hasil yang dapat dicapai pada tahap
sebelumnya, apabilapadatahap sebelumnya
proses perundingan berjdan dengan bak, para
pihak dapat saling menerima solusi yang
ditawarkan serta dapat mempertemukan
keinginannya masing-masing, maka
penye esai an masa ahnyaakan dengan mudah
dilaksanakan. Begitu jugadengan keputusan
yang diambil, tentunyamerupakan keputusan
yang adil karenatelah disepakati oleh para
pihak. Bilatercapal kesepakatan, parapihak
akan menuangkan kesepakatan-kesepakatan
itu dalam sebuah aktaperdamaian sdanjutnya
mediator akan menanyakan bahwa proses
medias berhasi| dan akan menyatakan secara
tertulis kesepakan yang dicapa dantanda-
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tangani ol eh pihak nasabah atau pihak bank
untuk kemudian dapat dikukuhkan dalam akta
perdamaian.

Apabilaparapihak (nasabah dan bank)
tidak berhasil memperkecil perbedaan dan
tidak dapat mempertemukan keinginannya,
sehinggatidak tercapal pemecahan masalah
yang bersifat “win-win solution”, maka
mediator akan menyatakan bahwa proses
mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian
mediator akan membuat |aporan mediasi
bahwa perkara tersebut tidak mencapai
kesepakatan dan parapihak akan menempuh
jaur hukum.

Proses mediasi perbankan berlangsung
painglama60 (enam puluh) hari kerjayang
dihitung sejak nasabah dan bank
menandatangani perjanjian mediasi
(agreement to mediate) sampai dengan
penandatanganan akta kesepakatan. Apabila
mediasi menghasilkan kesepakatan antara
nasabah dan bank makahasiInyadirumuskan
secaratertulis mengenai hasil kesepakatan
yang dicapai dan ditandatangani oleh pihak
nasabah dan bank. Namun jikajangkawaktu
yang telah ditetapkan selamaproses mediasi
tidak menghasilkan kesepakatan, mediator
wajib menyatakan secaratertulisbahwaproses
mediasi telah gagal dan selanjutnya dapat
ditempuh jalur hukum yang dikehendaki oleh
nasabah atau bank.

IV.PENUTUP

Syarat penyelesaian sengketa melalui
mediasi perbankan terdapat dalam Pasal 8
PBI No0.8/5/PBI/2006, yaitu: sengketa
digjukan secara tertulis disertai dokumen
pendukung yang memadai sesuai format.
Sengketa pernah diajukan upaya
penye esalannya ol eh nasabah kepadaBank.

Sengketa yang digjukan tidak sedang
daam prosesatau belum pernah diputusoleh
lembaga arbitrase atau peradilan. Sengketa
yang digjukan merupakan sengketa
keperdataan, prosedur penyel esaian terdapat
dalam Pasd 9 Peraturan Bank IndonesaNo.8/
5/PBI/2006 menyebutkan bahwa proses
mediasi dilaksanakan setel ah nasabah atau
perwakilan nasabiah dan bank menandatangani
perjanjian mediasi (Agreement to Mediate)
yang memuat kesepakatan memilih medias
sebagal dternatif penyel esaian sengketadan
persetujuan untuk patuh padaaturan medias
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
kemudian bank wajib mengikuti dan mentaeti
perjanjian medias yang telah ditandatangani
oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan
bank.
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